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PERATURAN 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 8 TAHUN 2013 
TENTANG 

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) 
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP 

KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN                                           
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika,  perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol 
Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5058);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5273); 

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor  KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja  Akademi Meteorologi dan Geofisika;        

6. Keputusan Kepala  Badan  Meteorologi dan Geofisika  
Nomor  KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 
Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 
007/PKBMG.01/2006; 

7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika  
Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global; 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  TENTANG  SYARAT DAN 
TATA CARA PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) 
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN 
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
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1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP 
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari 
penerimaan perpajakan. 

2. Kewajiban/Komitmen Internasional adalah kegiatan pertukaran data 
dan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 
berlaku secara internasional.  

3. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.  

4. Petugas Layanan PNBP adalah petugas yang memberikan pelayanan 
kepada wajib bayar berupa jasa dan informasi khusus Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika. 

5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya 
disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 
bertugas dan bertanggungjawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika.  

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika.  

Pasal 2 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan, 
meliputi penerimaan dari: 

a. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  
c. Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

d. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

e. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

f. Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; dan 

g. Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika  untuk kegiatan pendidikan dan 
pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika.  

(2) Terhadap kegiatan tertentu, atas Jenis PNBP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat dikenakan tarif 
sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

www.djpp.kemenkumham.go.id
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